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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komunikasi Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintahan Kota Tebing Tinggi dalam
Mengelola Opini Masyarakat Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan beserta staf yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi
publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Prokopim menerapkan strategi komunikasi yang terencana melalui penyusunan
pesan yang sederhana, akurat, dan mudah dipahami masyarakat, pemanfaatan
berbagai media komunikasi terutama Instagram. Pengelolaan opini publik
dilakukan dengan membangun narasi berbasis fakta, menjalin komunikasi dua arah
dengan masyarakat, serta berkolaborasi dengan media pers untuk memperluas
penyebaran informasi. Penanganan isu dilakukan melalui pemantauan media,
verifikasi informasi, dan penyampaian klarifikasi secara cepat sesuai prinsip
Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Pemanfaatan Instagram sebagai
media komunikasi pemerintah dinilai efektif karena mampu menjangkau
masyarakat secara luas, menyampaikan informasi secara cepat, serta meningkatkan
interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
strategi komunikasi yang diterapkan Prokopim telah mendukung keberhasilan
sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tebing Tinggi
melalui komunikasi publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Prokopim, Universal Health Coverage
(UHC), Komunikasi Pemerintah, Instagram.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
secara tepat, akurat, dan transparan. Komunikasi publik yang efektif
memungkinkan pemerintah menjembatani berbagai kebijakan, termasuk
program bantuan sosial (bansos), sehingga dapat dipahami dan diterima dengan
baik oleh masyarakat. Dalam konteks ini, peran hubungan masyarakat (humas)
atau Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi krusial sebagai
ujung tombak dalam penyampaian informasi sekaligus pengelolaan opini
publik. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi pemerintahan yang
menekankan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
diperkuat oleh fungsi kehumasan pemerintah dalam berbagai literatur
komunikasi publik (Cangara, 2016 )

Penyebaran informasi yang tidak akurat, terutama melalui media sosial,
berpotensi memperburuk persepsi masyarakat dan memicu krisis kepercayaan
publik. Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi platform yang sangat
populer di Indonesia. Dengan kemampuan untuk berbagi foto dan video,
Instagram memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung
melalui komentar dan pesan. Instagram juga memiliki fitur-fitur seperti hashtag

yang mempermudah pencarian konten dan meningkatkan interaksi antar



pengguna. Data dari We Are Social menunjukkan bahwa pada tahun 2020
terdapat sekitar 160 juta pengguna media sosial di Indonesia, meningkat dari
150 juta pengguna pada tahun 2019.

Peningkatan ini menegaskan bahwa media sosial memiliki peran yang
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pengguna
dapat menyampaikan opini, kreativitas, hingga aktivitas pribadi secara terbuka,
yang pada akhirnya mendorong tingginya partisipasi masyarakat di ruang
digital ((We Are Social & Hootsuite; (We Are Social & Hootsuite)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini telah
mempermudah manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara tidak
langsung dengan menggunakan berbagai media sosial. Teknologi komunikasi
mencakup berbagai alat dan perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi
pertukaran informasi. Dari telepon dan radio yang sederhana hingga komputer,
internet, dan perangkat lunak komunikasi yang kompleks, teknologi ini telah
mengubah cara berinteraksi. Internet, telepon seluler, email, media sosial, dan
aplikasi konferensi video semuanya memainkan peran yang penting dalam
komunikasi antarmanusia setiap hari (Rudianto, 2024)

Dalam konteks pemerintahan daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan (Prokopim) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan tugas
keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta dokumentasi kegiatan kepala
daerah. Prokopim bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan-pesan
pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, terutama

media sosial. Platform yang umum digunakan dalam komunikasi pemerintahan



antara lain Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok, karena dinilai efektif
dalam menjangkau masyarakat secara luas dan cepat.

Prokopim memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas protokoler,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Dalam menjalankan tugasnya,
Prokopim berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif
kepada masyarakat melalui media sosial. Namun, peran Prokopim lebih
bersifat taktis jangka pendek, dengan fokus pada penyampaian pesan-pesan
dan informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Prokopim tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang, tetapi lebih
pada merancang dan menentukan strategi komunikasi untuk sosialisasi
kebijakan pemerintah. (Stevany & Setiadarma, 2022).

Dalam kondisi tersebut, strategi komunikasi yang dilakukan oleh
Prokopim Pemerintah Kota Tebing Tinggi menjadi sangat penting dalam
mengelola opini publik. Prokopim dituntut untuk mampu merespons isu secara
cepat, memberikan Kklarifikasi yang tepat, serta membangun citra positif
pemerintah melalui berbagai media komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan
kajian yang lebih mendalam mengenai strategi komunikasi Prokopim dalam
mengelola opini masyarakat, khususnya terkait pengelolaan infrastruktur dan
UHC, agar kepercayaan publik tetap terjaga dan stabilitas sosial dapat
dipertahankan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan baik kepada
masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus menunjukkan komitmen yang kuat

dalam bidang kesehatan melalui capaian Universal Health Coverage (UHC).



Berdasarkan data terbaru tahun 2026, Kota Tebing Tinggi berhasil meraih
penghargaan UHC kategori madya yang diterima pada 27 Januari 2026 di
Jakarta. Capaian ini menjadi bukti keberlanjutan program yang telah dimulai
sejak tahun 2024 dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan integrasi
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN yang dilakukan
secara konsisten oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Melalui integrasi ini,
masyarakat miskin dan kelompok rentan yang belum terdaftar dalam JKN tetap
dapat memperoleh layanan kesehatan melalui skema pembiayaan nasional.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai berhasil
memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh
serta mendukung terwujudnya akses layanan kesehatan yang lebih merata dan
berkelanjutan melalui program UHC.

Pelaksanaan tindakan dan operasi di banyak lokasi serta di berbagai
sektor merupakan fungsi kunci dari lembaga hubungan masyarakat dan
organisasi komando dalam masyarakat kontemporer. Dalam kondisi tersebut,
strategi komunikasi yang dilakukan oleh Prokopim Pemerintah Kota Tebing
Tinggi menjadi sangat krusial, terutama dalam mengelola opini publik terkait
isu-isu strategis seperti pembangunan infrastruktur dan program Universal
Health Coverage (UHC). Prokopim dituntut untuk mampu merespons isu
secara cepat, memberikan Kklarifikasi yang akurat, serta membangun citra

positif pemerintah melalui komunikasi yang efektif dan persuasif. Menurut



(moore, 2014) metode komunikasi dalam pemerintahan tidak jauh berbeda
dengan konteks komunikasi lainnya, yakni meliputi proses pengumpulan
informasi, pengolahan pesan, hingga penyampaian kepada publik. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah sangat bergantung
pada strategi yang tepat dalam mengelola informasi dan opini masyarakat.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat
Daerah Kota Tebing Tinggi bertugas melaksanakan persiapan kebijakan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi, mengoordinasikan tugas perangkat daerah,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya di
bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta melakukan perencanaan
dan pelaporan kegiatan.

Prokopim lebih banyak berperan dalam merancang dan menentukan
strategi komunikasi dalam proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
Dengan demikian, untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai strategi
komunikasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kota
Tebing Tinggi dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah serta mengelola
opini masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Strategi Komunikasi Prokopim Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam
Mengelola Opini Masyarakat.”

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Prokopim menyampaikan

informasi, merespons opini negatif, serta memberikan klarifikasi terkait

permasalahan infrastruktur dan polemik Universal Health Coverage (UHC).



Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji peran Prokopim dalam konteks
komunikasi publik yang bersifat taktis (jangka pendek), dan tidak membahas
proses pengambilan kebijakan strategis pemerintah secara keseluruhan.
1.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah bagaimana
strategi  komunikasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim)
Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengelola opini masyarakat.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi
komunikasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kota
Tebing Tinggi dalam mengelola opini Masyarakat.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi
pemerintahan dan hubungan masyarakat (humas). Selain itu, penelitian ini
dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
strategi komunikasi dalam mengelola opini publik, terutama di era digital
dan media sosial.
2. Aspek Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan evaluasi bagi Protokol dan Komunikasi Pimpinan

(Prokopim) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan strategi



komunikasi publik, khususnya dalam mengelola opini masyarakat melalui
media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu
pemerintah daerah dalam merespons isu-isu publik secara lebih efektif,
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB | :  Merupakan bagian awal dari penelitian yang memuat
uraian terkait latar belakang masalah, pembatasan
masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, serta
manfaat peneltian.
BAB |1 :  Merupakan bagian yang berisi uraian teoritis dari
Penelitian anatara lain memuat Komunikasi, Hambatan
Komunikasi, Strategi Komunikasi dan Prokopim
BAB 11 . Merupakan bab di Penelitian yang membahas tentang
metode Penelitian, kerangka konsep, definisi konsep,
kategorisasi Penelitian Teknik pengumpulan data, Teknik
analisis data, Lokasi dan waktu Penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB IV : Merupakan segmen yang memuat hasil dan pembahasan
sesuai dengan data dan fakta pada Penelitian.
BAB V : Merupakam uraian penutup yang membahas intisari

pembahasan, Kesimpulan Penelitian, serta saran penulis.



BAB II
URAIAN TEORITIS
2.1 Komunikasi

Komunikasi berkembang tidak hanya terbatas pada proses penyampaian
pesan dari komunikator kepada komunikannya, tetapi juga meliputi
penyampaian gagasan, emosi, dan keterampilan dalam membentuk kesamaan
makna serta mempengaruhi komunikan agar memberikan respon yang
diharapkan. Oleh karena berupa cara-cara kerja di dalam organisasi,
produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi.
(Gun Gun Heryanto, 2022)

Dalam komunikasi, unsur penting selanjutnya adalah sumber dan
penerima. Sumber dan penerima adalah dua entitas yang saling terkait dan tak
terpisahkan dalam proses komunikasi. Dalam konteks ini, setiap individu yang
terlibat dalam komunikasi tidak hanya berperan sebagai sumber atau
komunikator, namun juga sebagai penerima atau komunikan.

2.2 Strategi Komunikasi

Martin-Anderson mengungkapkan bahwa strategi merupakan usaha yang
melibatkan keahlian berfikir untuk mencapai tujuan dengan maksimal dan
efisien dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Strategi dapat
diartikan sebagai kebijakan yang menjadi penghubung antara tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai. Strategi dalam hal komunikasi dapat diartikan
sebagai keahlian untuk menggunakan ilmu komunikasi secara efektif agar

tujuan dan target dalam setiap aktivitas komunikasi bisa tercapai. Strategi



komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi
(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication
management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Byrne
seperti yang dikutip oleh Brannan, mengartikan strategi adalah sebuah pola
yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran
sumberdaya dan interaksi organisasi dengan pasar (audiens umum), pesaing

dan faktor lingkungan. (Siregar & Padangsidimpuan, 2023)

2.3 Situasional Crisis Communication Theory (SCCT)

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) merupakan teori
komunikasi krisis yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs untuk
membantu organisasi menentukan strategi komunikasi yang paling tepat ketika
menghadapi krisis. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa setiap jenis Kkrisis
memiliki tingkat tanggung jawab organisasi yang berbeda sehingga respons
komunikasi yang diberikan juga harus disesuaikan dengan karakteristik krisis
tersebut. Penerapan strategi komunikasi yang sesuai dapat meminimalkan
kerusakan reputasi organisasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap
institusi (Kriyantono, 2017).

SCCT menjelaskan bahwa persepsi publik terhadap penyebab krisis
menjadi faktor utama dalam menentukan bentuk respons organisasi. Tingkat
atribusi atau penilaian publik mengenai tanggung jawab organisasi akan
memengaruhi citra, reputasi, serta kepercayaan masyarakat. Organisasi yang
dianggap memiliki tanggung jawab besar terhadap suatu krisis memerlukan

strategi komunikasi yang lebih terbuka, empatik, serta disertai tindakan nyata
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untuk memperbaiki keadaan. Organisasi yang memiliki tanggung jawab rendah
dapat menggunakan strategi klarifikasi atau pemberian informasi yang bersifat
defensif tanpa mengabaikan kebutuhan informasi publik (Kriyantono, 2017).

Pembagian krisis dalam SCCT terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu
victim cluster, accidental cluster, dan preventable cluster. Victim cluster
merupakan kondisi ketika organisasi dipandang sebagai korban, misalnya
akibat bencana alam atau penyebaran informasi palsu. Accidental cluster
terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja, seperti gangguan teknis atau
kecelakaan operasional. Preventable cluster muncul akibat kelalaian atau
kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah sehingga tingkat tanggung jawab
organisasi menjadi paling tinggi. Perbedaan karakteristik setiap kelompok
krisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi yang
efektif (Kriyantono, 2017).

SCCT juga menawarkan beberapa strategi respons krisis yang dapat
diterapkan sesuai dengan tingkat tanggung jawab organisasi. Strategi deny
digunakan ketika organisasi tidak memiliki keterlibatan terhadap penyebab
krisis sehingga fokus komunikasi diarahkan pada penolakan tuduhan atau
klarifikasi informasi. Strategi diminish diterapkan untuk mengurangi persepsi
kesalahan organisasi melalui penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya.
Strategi rebuild dilakukan apabila organisasi memiliki tanggung jawab besar
terhadap krisis, seperti melalui penyampaian permintaan maaf, pemberian
kompensasi, dan tindakan perbaikan. Strategi tersebut dapat diperkuat dengan

bolstering strategy, yaitu mengingatkan publik terhadap rekam jejak positif
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organisasi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga (Kriyantono, 2017).

Penerapan SCCT semakin relevan pada era digital karena penyebaran
informasi  berlangsung sangat cepat melalui media sosial. Organisasi
pemerintah dituntut mampu memberikan informasi yang akurat, cepat,
transparan, serta konsisten untuk mengurangi munculnya spekulasi maupun
informasi yang menyesatkan. Pengelolaan komunikasi krisis melalui media
digital menjadi bagian penting dalam menjaga opini publik sekaligus
mempertahankan kredibilitas lembaga pemerintah (Faustyna, 2022; Akbar &
Muksin, 2025; Anshari & Nursanti, 2023).

Konteks penelitian mengenai strategi komunikasi Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kota Tebing Tinggi
menempatkan SCCT sebagai landasan teori untuk menganalisis bagaimana
Prokopim mengelola isu, menyusun respons komunikasi, serta menentukan
strategi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan
berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah. Pendekatan tersebut
memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara karakteristik isu
yang dihadapi dengan strategi komunikasi yang digunakan sehingga efektivitas
pengelolaan opini publik dapat dievaluasi secara komprehensif (Darlan et al.,

2024; Dewi & Setyanto, 2025; Novalia, 2025).

2.4 Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim)

Bagian humas pada instansi pemerintahan berubah nama menjadi Bagian
Protokol dan Komunikasi. Sesuai dengan aturan Kementrian Dalam Negeri

Republik Indonesia (Kemendagri Rl) Nomor 56 Tahun 2019, tentang Pedoman
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Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.33 Bagian Prokopim terbagi menjadi bagian, yaitu: 1.
Protokol Kata protokol berasal dari bahsa Yunani yaitu protos dan kola, yang
digabung menjadi protocollum berarti yang pertama diletakkan, dan dalam
perkembangannya memiliki kata protokol yang berarti lembar pertama yang
diletakkan pada dokumen penjanjian internasional yang memuat tentang
urutan acara (Siagian, Sondang., P. 2008)

Protokol merupakan kebiasaan atau peraturan yang berkaitan dengan
formalitas, tata urutan, dan etika diplomatic dalam menentukan sebuah
kedudukan, yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintahan dan
berlaku secara universal dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dibutuhkan seorang protokoler sebagai penguasa penuh kegiatan pemerintahan
yang akan diselenggarakan. Protokoler merupakan seseorang yang mengatur
pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam lingkup kedinasan maupun masyarakat.
Protokol mempunyai peran penting dalam mengatur kegiatan agar dapat
berjalan dengan baik. Protokoler pada dasarnya berperan untuk mengelola
serta mempersiapkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi
dan protokoler sebagai pembimbing jalannya proses kegiatan pemerintahan

agar acara yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

2.5 Tinjauan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun
2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar
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terjadi pada beberapa bagian sekretariat daerah terutama Bagian Humas dan
Protokol (BHP) yang kini menjadi bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
(Prokompim). Perubahan yang terjadi pada BHP menjadi Prokompim bukan
hanya sekadar perubahan nama tetapi lebih substansial pada tugas dan
fungsinya dan berimplikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo).
2.6 Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1. Peran Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
2. Fungsi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi; penyiapan bahan pelaksanaan pengordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan
dokumentasi; Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi
umum yang berkaitan dengan tugasnya.
a. Peran Sub Bagian Protokol
Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerah; Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi

keprotokolan; Menyiapkan bahan informasi secara jadwal kegiatan
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; menginformasikan jadwal
dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan melaksanakan koordinasi dan
memfasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Peran Sub Bagian

Komunikasi Pimpinan Menjalin hubungan dengan berbagai

pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian
informasi tertentu; memberikan informasi dan penjelasan kepada
pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan
pimpinan menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting
dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat
Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan dan
menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

c. Peran Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; dan memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2.7 Media Sosial
Melalui interaksi di media sosial instagram, siapa saja dapat

menampilkan dirinya melalui berbagai macam ide, foto sekaligus
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menunjukkan identitas diri serta membangun hubungan. Instagram memiliki
lima menu utama yakni:

1. Homepage, yaitu laman yang menampilkan unggahan foto terbaru dari
sesama pengguna yang sudah diikuti.

2. Comments, yaitu fitur yang dapat digunakan oleh pengguna memberi
penilaian terhadap foto dalam ruang komentar.

3. Explore, yaitu fitur yang memperlihatkan foto paling baru yang banyak
disukai pengguna instagram.

4. Profile, yaitu profil pengguna yang membagikan rincian keterangan yang
berhubungan dengan pengguna, baik dari pengguna sendiri maupun dari
pengguna lain.

5. News Feed, yaitu fitur yang memberitahukan notifikasi tentang berbagi
aktivitas pengguna instagram (Faisal, 2019)

Instagram salah satu media sosial yang sangat banyak penggunanya,
terutama generasi muda, Kkhususnya mahasiswi. Banyaknya pengguna
instagram cukup beralasan karena instagram dilengkapi berbagai fitur yang
memungkinkan setiap pengguna dapat mengunggah vidio, foto maupun
menyampaikan komentar terhadap foto maupun vidio yang diunggah oleh
pengguna lainnya. Dengan memanfaatkan instagram stories, setiap pengguna
dapat berbagi momen-momen tertentu, memberi komentar, menampilkan diri
untuk membangun pertemanan.

2.8 Teori Komunikasi

Teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) pun muncul
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sebagai kerangka kerja yang relevan, membantu organisasi memahami dan
merumuskan respons yang tepat dalam menghadapi krisis. SCCT membantu
organisasi dalam mengidentifikasi strategi komunikasi yang sesuai
berdasarkan atribusi tanggung jawab yang dirasakan oleh publik. Teori
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh W. Timothy Coombs
menggaris bawahi pentingnya respons organisasi terhadap Kkrisis, yang
dipengaruhi oleh persepsi tanggung jawab publik. Pemilihan strategi
komunikasi yang tepat sangat penting dalam situasi krisis, karena dapat
meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan publik

(Faustyna, 2022).
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METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk
memahami secara mendalam strategi Prokopim Pemerintah Kota Tebing
Tinggi dalam mengelola opini masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena
mampu menggambarkan fenomena komunikasi organisasi, pola interaksi, serta
proses penyampaian informasi publik secara komprehensif. Data penelitian
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berfokus
pada komunikasi publik melalui media sosial, khususnya dalam penyampaian
informasi, respons terhadap opini masyarakat dengan teori komunikasi publik
sebagai landasan analisis.
3.2 Kerangka Konsep
Dalam penelitian ini sudah pasti memerlukan kerangka konsep yang
dapat mempermudah dialam melakukan penelitian. Kerangka konsep dalam

penelitian ini adalah:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Teori Komunikasi Publik

Prokopim Tebing Tinggi

Strategi Komunikasi

Media Sosial l

o Penyampaian Pesan

o Opini Masyarakat

© KiarifikasiIsu
e Feedback

9 Pemilihan Media

e Metode Komunikasi

Sumber : Olahan Peneliti, 2026
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3.3 Defenisi Konsep
1. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan perencanaan yang disusun secara
sistematis untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif dan efisien
dengan memadukan unsur-unsur komunikasi, seperti komunikator, pesan,
media, sasaran, dan metode penyampaian agar informasi dapat diterima,
dipahami, serta menghasilkan respons sesuai tujuan. Keberhasilan strategi
komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan memahami Kkarakteristik
audiens, situasi, dan konteks sosial, sehingga diperlukan perencanaan yang
matang melalui analisis kebutuhan informasi, pemilihan media, penentuan
waktu penyampaian, serta penggunaan pendekatan komunikasi yang tepat.
Dalam konteks instansi pemerintah, strategi komunikasi berperan penting
sebagai pedoman dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan
kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan mudah dipahami melalui
berbagai saluran komunikasi, seperti media digital, media sosial, dan
komunikasi  tatap muka, sehingga mampu  meminimalkan
kesalahpahaman, membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi
masyarakat, memperkuat transparansi, serta menciptakan komunikasi dua
arah yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim)

Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) merupakan unsur

perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan keprotokolan, dokumentasi, serta penyebarluasan
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informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pimpinan kepada masyarakat.
Selain mengatur kegiatan resmi, Prokopim juga berperan dalam mengelola
komunikasi publik melalui penyusunan siaran pers, publikasi kegiatan
kepala daerah, pengelolaan media sosial pemerintah, dokumentasi foto dan
video, serta menjalin hubungan dengan media massa. Pelaksanaan fungsi
tersebut bertujuan menyampaikan informasi secara akurat, cepat, dan
dapat dipertanggungjawabkan guna membangun citra positif pemerintah,
meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memperkuat
kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Prokopim
dituntut mampu menyusun strategi komunikasi yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi informasi dan karakteristik masyarakat, sehingga
dapat memperluas jangkauan informasi, merespons isu publik secara
cepat, memberikan Klarifikasi terhadap informasi yang keliru, mendorong
partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan responsif.

Media Sosial (Instagram)

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang
memungkinkan individu, kelompok, maupun organisasi untuk
menciptakan, membagikan, dan bertukar informasi secara cepat melalui
jaringan digital, sehingga mengubah pola komunikasi dari satu arah
menjadi komunikasi dua arah yang interaktif. Salah satu platform yang
banyak dimanfaatkan dalam komunikasi publik adalah Instagram karena

mampu menyajikan informasi melalui berbagai fitur, seperti Feed, Stories,
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Reels, Live, dan Carousel, yang mendukung penyampaian konten dalam
bentuk foto, video, infografis, serta siaran langsung secara Kkreatif,
menarik, dan real time. Selain itu, fitur komentar, pesan langsung, tanda
suka, dan berbagi ulang konten memungkinkan terjadinya interaksi yang
efektif antara penyampai informasi dan masyarakat. Dalam konteks
pemerintahan, Instagram berperan sebagai media strategis untuk
mempublikasikan kebijakan, program, dan aktivitas pimpinan daerah,
meningkatkan transparansi informasi, membangun citra positif lembaga,
memperkuat hubungan dengan masyarakat, serta menjadi sarana
menerima masukan, tanggapan, dan Kklarifikasi terhadap berbagai isu yang
berkembang sehingga mendukung terwujudnya komunikasi publik yang
efektif, terbuka, dan responsif.
. Opini Masyarakat

Opini masyarakat merupakan pandangan, penilaian, atau tanggapan
yang berkembang terhadap suatu peristiwa, kebijakan, maupun isu tertentu
melalui proses penerimaan informasi, pengalaman, interaksi sosial, serta
pengaruh lingkungan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial
mempercepat pembentukan opini karena informasi dapat tersebar secara
luas dalam waktu singkat, sehingga kualitas informasi, kredibilitas
sumber, dan intensitas komunikasi menjadi faktor penting yang
memengaruhi terbentuknya opini positif maupun negatif. Dalam konteks
pemerintahan, opini masyarakat menjadi indikator efektivitas komunikasi

publik sekaligus bahan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan
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pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemantauan opini melalui
media sosial, pemberitaan media massa, dan berbagai forum komunikasi
publik diperlukan untuk mengetahui persepsi, kebutuhan, serta harapan
masyarakat, sehingga pemerintah dapat menyusun strategi komunikasi
yang lebih tepat, meningkatkan kepercayaan publik, dan membangun

hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

. Klarifikasi Isu

Klarifikasi isu merupakan proses penyampaian informasi yang
bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman, menjelaskan fakta yang
sebenarnya, serta memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap
informasi yang berkembang. Dalam era media sosial dan media digital,
klarifikasi menjadi bagian penting dari komunikasi publik karena mampu
mengatasi disinformasi dan misinformasi yang dapat menyebar secara
cepat. Oleh karena itu, proses Klarifikasi harus dilakukan secara cepat,
tepat, terbuka, objektif, serta didasarkan pada data yang valid agar mampu
membangun pemahaman yang benar, mengurangi ketidakpastian, dan
mencegah terbentuknya opini yang keliru. Dalam konteks pemerintahan,
klarifikasi isu berfungsi untuk menjaga stabilitas komunikasi publik,
mempertahankan citra positif institusi, serta meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas melalui berbagai saluran komunikasi resmi, seperti
media sosial, siaran pers, dan konferensi pers, sehingga dapat memperkuat
kepercayaan publik serta menciptakan hubungan yang harmonis antara

pemerintah dan masyarakat.
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6. Komunikasi dialogis dan terbuka

Komunikasi dialogis dan terbuka merupakan proses komunikasi
yang menekankan interaksi dua arah antara komunikator dan komunikan
sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan
informasi, pendapat, maupun tanggapan secara aktif. Konsep ini
mengutamakan terciptanya hubungan yang saling memahami,
menghargai, dan membangun kepercayaan melalui pertukaran informasi,
kritik, serta saran yang konstruktif. Dalam konteks pemerintahan,
komunikasi dialogis dan terbuka berperan penting dalam mewujudkan
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan memberikan
akses informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami, sekaligus
membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan
memperoleh respons dari pemerintah. Di era digital, penerapan
komunikasi dialogis semakin didukung oleh media sosial melalui fitur
komentar, pesan langsung, siaran langsung, dan forum diskusi yang
memungkinkan interaksi berlangsung secara cepat, interaktif, dan
responsif, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik,
memperkuat citra positif instansi pemerintah, serta mendorong terjalinnya
hubungan yang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

7. Kolaborasi dan Sinergi dengan Media Pers

Kolaborasi dan sinergi dengan media pers merupakan bentuk kerja

sama antara lembaga, khususnya pemerintah, dengan media massa untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas, akurat,
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berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi ini diwujudkan
melalui berbagai kegiatan, seperti konferensi pers, siaran pers, wawancara,
media briefing, dan penyediaan akses informasi bagi wartawan, yang
bertujuan memastikan informasi tersampaikan sesuai fakta sekaligus
membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan media.
Kemitraan yang terjalin secara profesional juga memungkinkan
pemerintah menyebarkan informasi secara lebih cepat, memberikan
klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang, meningkatkan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun citra institusi yang
positif, sehingga tercipta komunikasi publik yang kredibel, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
3.4 Kategorisasi Penelitian
Berdasarkan Kerangka Konsep diatas, agar teori tersebut jelas maka teori

yang ada diterjemahkan kedalam kategorisasi sebagai berikut:

Table 3.1 Kategorisasi Penelitian

No Konsep Teoritis Kategorisasi

1 Strategi Komunikasi =  Penyusunan Pesan
= Pemilihan Media
= Metode Penyampaian Informasi

2 Pengelolaan Opni Publik e Pembangunan Narasi
e Kolaborasi dan Sinergi dengan
media pers
o Komunikasi Dialogis dan terbuka
3 Penanganan Isu = Penanganan Polemik UHC

= Kecepatan Respon terhadap Isu

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

3.5 Informan/ Narasumber
Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive

sampling, vyaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan
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pengetahuan, pengalaman, dan Kketerlibatan langsung dalam pelaksanaan
strategi komunikasi publik di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
(Prokopim) Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Informan utama terdiri atas
pegawai Prokopim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi
publik, publikasi kegiatan pimpinan daerah, pengelolaan media sosial
pemerintah, penyusunan strategi komunikasi, pembuatan konten, penyampaian
informasi, serta penanganan isu-isu yang berkembang di ruang publik.
Keterlibatan informan internal dan eksternal bertujuan memperoleh data yang
komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
strategi komunikasi, sekaligus mengetahui efektivitas penyampaian informasi,
tanggapan masyarakat, serta persepsi publik terhadap upaya Prokopim dalam

mengelola opini masyarakat melalui media sosial Instagram.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
mengkaji strategi komunikasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
(Prokopim) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengelola opini
masyarakat melalui media sosial Instagram. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan pegawai Prokopim yang terlibat langsung dalam
komunikasi publik, observasi non-partisipan terhadap aktivitas pengelolaan
akun Instagram resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta studi dokumentasi
terhadap konten media sosial, siaran pers, dan dokumen publikasi lainnya.
Fokus penelitian meliputi strategi penyampaian informasi, pengelolaan opini

publik, respons terhadap tanggapan masyarakat, serta upaya klarifikasi isu-isu
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yang berkembang, seperti dugaan ijazah palsu dan polemik program Universal
Health Coverage (UHC). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model
Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan kondensasi data, penyajian
data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi Prokopim dalam

membangun kepercayaan publik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yang
meliputi tahapan kondensasi data (data condensation), penyajian data (data
display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and
verification). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses
pengumpulan data hingga penelitian selesai melalui hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Pada tahap kondensasi, data diseleksi,
disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, seperti strategi
penyampaian informasi, pengelolaan media sosial Instagram, respons terhadap
opini masyarakat, klarifikasi isu publik, dan komunikasi dialogis Prokopim.
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang mengintegrasikan
seluruh temuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan
strategi komunikasi Prokopim Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tahap akhir
dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan melalui interpretasi
berdasarkan teori yang digunakan serta pengecekan konsistensi data

menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga diperoleh
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temuan yang komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi
Prokopim dalam mengelola opini masyarakat dan membangun kepercayaan
publik.
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2026 hingga selesai di
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian,
serta didukung oleh sumber data digital berupa akun Instagram resmi
Pemerintah Kota Tebing Tinggi, siaran pers, dokumentasi kegiatan, dan
berbagai dokumen publikasi lainnya. Seluruh data tersebut dimanfaatkan untuk
memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi komunikasi
Prokopim dalam mengelola opini masyarakat serta membangun kepercayaan
publik.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi yang diterapkan oleh
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengelola opini masyarakat melalui
media sosial Instagram. Prokopim sebagai unit yang bertanggung jawab atas
keprotokolan, dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, dan komunikasi publik
memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan,
program, pelayanan publik, serta Klarifikasi isu-isu yang berkembang di

masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian
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ini berfokus pada strategi penyampaian informasi, pengelolaan konten media
sosial, respons terhadap tanggapan masyarakat, komunikasi dialogis, serta
upaya klarifikasi isu publik dalam membangun citra positif pemerintah daerah

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi
Sumatera Utara yang memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung antara
Kota Medan dan wilayah timur Sumatera, sehingga berkembang sebagai pusat
perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan publik. Kota ini memiliki luas
wilayah sekitar 38,44 km? yang terbagi ke dalam lima kecamatan dan tiga puluh
lima kelurahan, dengan status daerah otonom berdasarkan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan
pemerintahan dipimpin oleh Wali Kota yang didukung oleh Wakil Wali Kota,
Sekretariat Daerah, serta perangkat daerah lainnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
responsif melalui berbagai program strategis, termasuk implementasi Program
Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai cakupan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 99,69% pada tahun 2026
sehingga memperoleh penghargaan UHC Kategori Madya. Dalam mendukung
keterbukaan informasi publik, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan

media massa dan media digital melalui Bagian Protokol dan Komunikasi

28
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Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah yang bertugas melaksanakan
keprotokolan, komunikasi pimpinan, dokumentasi kegiatan kepala daerah,
serta publikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara cepat, akurat,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Bagian Prokopim

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) merupakan salah
satu bagian di bawah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang
bertugas mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota di
bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta dokumentasi kegiatan
pemerintahan. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 yang mengubah nomenklatur Bagian
Humas dan Protokol menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
sebagai wujud penguatan fungsi komunikasi publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Prokopim memiliki fungsi
menyiapkan kebijakan keprotokolan, menyusun strategi komunikasi pimpinan,
mendokumentasikan kegiatan kepala daerah, mengoordinasikan publikasi
pemerintahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi komunikasi publik.
Dalam menjalankan tugasnya, Prokopim memanfaatkan media digital,
khususnya Instagram, untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan,
pelayanan publik, kegiatan kepala daerah, dan program pembangunan melalui
berbagai bentuk konten, seperti foto, video, infografis, dan siaran pers. Selain
menyebarluaskan informasi, Prokopim juga mengelola komunikasi dua arah

dengan masyarakat melalui respons terhadap kritik, saran, dan aspirasi, serta
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memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang guna membangun
opini positif dan menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota
Tebing Tinggi dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran strategis
dalam merancang dan melaksanakan komunikasi publik, termasuk dalam
menyosialisasikan Program Universal Health Coverage (UHC), mengelola
opini masyarakat, menangani isu publik, dan berkoordinasi dengan media
massa untuk mendukung efektivitas penyampaian informasi pemerintah
daerah.

c. Tugas dan Fungsi Prokopim
1. Pelaksanaan Keprotokolan

Bagian Prokopim bertugas menyelenggarakan pelayanan keprotokolan
pada setiap kegiatan resmi pemerintah daerah yang melibatkan Wali Kota, Wakil
Wali Kota, maupun tamu pemerintahan. Pelaksanaan keprotokolan meliputi
penyusunan tata acara, pengaturan tempat, penyambutan tamu, pengaturan
perjalanan dinas pimpinan, hingga memastikan seluruh rangkaian kegiatan
berlangsung sesuai ketentuan keprotokolan.
2. Pengelolaan Komunikasi Pimpinan
Bagian Prokopim bertanggung jawab menyusun strategi komunikasi yang

mendukung penyampaian kebijakan, program, dan informasi pemerintah kepada
masyarakat. Penyusunan materi komunikasi dilakukan dengan memperhatikan
keakuratan data, kesesuaian bahasa, serta karakteristik sasaran agar informasi

mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
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3. Pengelolaan Informasi dan Publikasi Pemerintah

Bagian Prokopim melaksanakan kegiatan publikasi berbagai program,
kebijakan, dan capaian pembangunan daerah melalui media komunikasi yang
dimiliki pemerintah. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui media sosial,
situs resmi pemerintah, media massa, siaran pers, dokumentasi visual, serta
berbagai media informasi lainnya.
4. Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Daerah

Bagian Prokopim memiliki fungsi mendokumentasikan seluruh kegiatan
resmi Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun kegiatan strategis Pemerintah Kota
Tebing Tinggi. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto, video, maupun arsip
berita yang selanjutnya digunakan sebagai bahan publikasi, dokumentasi
kelembagaan, serta arsip pemerintahan.
5. Pengelolaan Hubungan dengan Media Massa

Bagian Prokopim menjalin hubungan kerja sama dengan media massa
sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Hubungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan konferensi pers,
penerbitan siaran pers, pemberian akses informasi kepada wartawan, serta
koordinasi dalam penyampaian informasi resmi pemerintah.
4.1.2 Strategi Komunikasi Prokopim dalam Penyampaian Informasi

Program UHC
a. Penyusunan Strategi Penyampaian Informasi Program UHC

Strategi komunikasi yang diterapkan Prokopim berorientasi pada

penyampaian informasi yang mudah dipahami, dekat dengan masyarakat, serta
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mampu memberikan manfaat secara langsung. Penyusunan strategi dilakukan
dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Kota Tebing Tinggi
sehingga bahasa yang digunakan tidak bersifat formal maupun teknis.

Faisal Ahmad, S.Ag., selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang digunakan
mengedepankan kedekatan dengan masyarakat sehingga informasi mengenai
Program UHC dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kami menerapkan pendekatan dekat, jelas, dan bermanfaat. Bahasa yang
dipakai adalah bahasa sehari-hari warga Tebing Tinggi, tidak berbelit-belit dan
bebas istilah teknis yang membingungkan. Kami mendatangi langsung ke
kelurahan, pasar, dan tempat berkumpul warga, bukan hanya menunggu warga
mencari informasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang
diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga pada
upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi
langsung. Pendekatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memahami
manfaat Program UHC sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap informasi
yang disampaikan pemerintah daerah.

Safitri Hasibuan juga menyampaikan bahwa penyampaian informasi dilakukan
secara sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar
belakang pendidikan.

Bahasa teknis kami sederhanakan menjadi bahasa sehari-hari sehingga
rSasgarakat lebih mudah memahami manfaat dan cara memperoleh layanan

b. Penyusunan Pesan Komunikasi Sebelum Dipublikasikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap informasi mengenai Program
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UHC tidak langsung dipublikasikan kepada masyarakat. Prokopim terlebih
dahulu melaksanakan proses penyusunan pesan secara sistematis agar informasi
yang disampaikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Faisal Ahmad, S.Ag. menjelaskan bahwa proses tersebut dimulai dari

pengumpulan data resmi hingga memperoleh persetujuan pimpinan.
Sebelum disampaikan ke warga, ada tahapan pasti, yaitu mengambil data
langsung dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait, kemudian
menyederhanakan istilah resmi menjadi bahasa yang mudah dipahami
masyarakat, melakukan pemeriksaan kembali, lalu memperoleh persetujuan
pimpinan sebelum dipublikasikan.

Nurhasanah menambahkan bahwa penyusunan pesan juga disesuaikan
dengan media yang akan digunakan sehingga bentuk penyampaiannya berbeda
antara media sosial, media cetak, maupun penyuluhan secara langsung.

Pesan disusun sesuai media yang digunakan. Untuk media sosial biasanya
dibuat dalam bentuk infografis atau video singkat, sedangkan untuk penyuluhan
langsung menggunakan penjelasan yang lebih rinci.

c. Pemanfaatan Media Komunikasi dalam Penyebaran Informasi UHC

Pemilihan media komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam
keberhasilan penyebaran informasi Program UHC. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Prokopim menggunakan kombinasi media digital dan
media konvensional agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.

Faisal Ahmad, S.Ag. menjelaskan bahwa Instagram menjadi salah satu
media yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat usia produktif.
Instagram paling efektif menjangkau anak muda dan masyarakat usia produktif.

Melalui Reels, infografis, dan video singkat, informasi mengenai UHC lebih
cepat dipahami dan mudah dibagikan kembali.
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Safitri Hasibuan menambahkan bahwa media sosial tidak menjadi satu-
satunya sarana komunikasi pemerintah.

Facebook masih banyak digunakan masyarakat, sedangkan media massa seperti
radio dan surat kabar tetap dimanfaatkan. Penyuluhan langsung di kelurahan,
puskesmas, rumah ibadah, dan balai warga juga masih sangat efektif, terutama
bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.

d. Perbedaan Strategi Komunikasi pada Isu Rutin dan Isu Strategis

Strategi komunikasi yang diterapkan Prokopim berbeda antara
penyampaian informasi rutin dengan isu strategis seperti Program UHC.
Perbedaan tersebut terlihat dari intensitas penyampaian pesan, bentuk
komunikasi, serta media yang digunakan.

Faisal Ahmad, S.Ag. menjelaskan bahwa isu strategis memerlukan
pendekatan komunikasi yang lebih komprehensif dibandingkan informasi rutin.
Untuk isu rutin, pesan disampaikan secara berkala dan lebih bersifat
pemberitahuan kegiatan pemerintahan. Untuk isu strategis seperti UHC,
pendekatannya lebih intensif, lebih mendalam, menjelaskan manfaat, hak, dan
kewajiban masyarakat, serta menggunakan seluruh saluran komunikasi agar
masyarakat benar-benar memahami program tersebut.

Nurhasanah juga menyampaikan bahwa komunikasi mengenai Program

UHC lebih banyak melibatkan berbagai pihak dibandingkan penyampaian
informasi rutin.
Program UHC merupakan program yang langsung berkaitan dengan pelayanan
masyarakat, sehingga penyampaiannya melibatkan koordinasi dengan Dinas
Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, serta pemerintah
kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim menerapkan strategi

komunikasi yang adaptif sesuai karakteristik isu yang disampaikan. Informasi

rutin lebih menitikberatkan pada penyampaian informasi pemerintahan,
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sedangkan komunikasi mengenai Program UHC dilaksanakan secara lebih
intensif melalui edukasi, sosialisasi, serta kolaborasi lintas instansi agar
masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai program
tersebut.

4.1.3 Strategi Prokopim dalam Mengelola Opini Publik

a. Pembangunan Narasi Positif Program UHC

Pembangunan narasi positif dilakukan dengan menyampaikan informasi
berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian
informasi tidak hanya menonjolkan capaian pemerintah, tetapi juga
memperlihatkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan
Program Universal Health Coverage (UHC).

Faisal Ahmad, S.Ag., selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan menjelaskan bahwa narasi positif dibangun melalui penyampaian data
yang akurat serta pengalaman masyarakat yang telah merasakan manfaat
program.
Kami tidak hanya bicara angka, tetapi menunjukkan bukti nyata. Data terbaru
mengenai jumlah warga yang telah terdaftar, fasilitas kesehatan yang melayani,
serta masyarakat yang telah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan kami
sampaikan kepada publik. Kami juga menampilkan cerita langsung warga
Tebing Tinggi yang merasakan kemudahan melalui Program UHC.

Safitri Hasibuan menambahkan bahwa penyampaian informasi dilakukan
secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan program yang telah
dijalankan pemerintah daerah.

Keberhasilan program disampaikan berdasarkan data yang benar. Informasi
mengenai capaian program maupun proses perbaikan pelayanan juga

dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui perkembangan
yang sedang dilakukan pemerintah.
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b. Pengelolaan Opini dan Tanggapan Negatif Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim memandang tanggapan
maupun opini negatif dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi
pelayanan publik. Pendekatan yang diterapkan bukan bersifat defensif,
melainkan mengutamakan komunikasi yang terbuka, objektif, dan solutif.

Faisal Ahmad, S.Ag. menjelaskan bahwa setiap kritik atau keluhan
masyarakat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan
kualitas pelayanan.
Kami menganggap tanggapan masyarakat sebagai masukan, bukan serangan.
Setiap keluhan kami dengarkan dengan sabar, baik melalui media sosial
maupun secara langsung. Jawaban diberikan berdasarkan fakta dan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jika memang terdapat
kekurangan, kami juga menyampaikan langkah perbaikan yang sedang
dilakukan

Nurhasanah juga menjelaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat diteruskan
kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk memperoleh tindak
lanjut.
Setiap masukan yang diterima tidak berhenti di Prokopim. Aspirasi masyarakat
disampaikan kepada pimpinan maupun dinas terkait agar dapat segera
ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
c. Kolaborasi dengan Media Pers dalam Penyebaran Informasi

Media pers menjadi salah satu mitra strategis Prokopim dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kerja sama tersebut bertujuan
memperluas jangkauan penyebaran informasi sekaligus memastikan informasi

yang diterima masyarakat berasal dari sumber resmi pemerintah.

Faisal Ahmad, S.Ag. menjelaskan bahwa hubungan antara Prokopim dan
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media pers telah terjalin secara profesional melalui berbagai bentuk kerja sama.
Kami rutin memberikan informasi resmi kepada wartawan lokal melalui siaran
pers, konferensi pers, maupun penyediaan narasumber ketika diperlukan. Media
merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan
perkembangan program kepada masyarakat.

Safitri Hasibuan menambahkan bahwa koordinasi dengan media

dilakukan secara berkala agar informasi yang dipublikasikan memiliki kesamaan
persepsi dengan kebijakan pemerintah.
Pertemuan dengan media dilakukan secara berkala untuk menyamakan persepsi
terhadap kebijakan pemerintah. Hubungan yang baik dengan media membantu
mengurangi kesalahan informasi dan mempercepat penyebaran informasi resmi
kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pers memiliki peran penting
sebagai mitra komunikasi pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut mendukung
terciptanya penyebaran informasi yang lebih luas, meningkatkan transparansi
pemerintah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan
Program Universal Health Coverage (UHC).

4.1.4 Strategi Penanganan Isu dan Klarifikasi Informasi
a. Pemantauan dan Verifikasi Informasi

Pemantauan informasi menjadi langkah awal yang dilakukan Prokopim
dalam menangani isu yang berkembang di masyarakat maupun media sosial.
Aktivitas pemantauan dilakukan secara rutin terhadap pemberitaan media massa,
percakapan di media sosial, maupun laporan yang diterima dari masyarakat.
Informan menjelaskan:

Kami memiliki mekanisme cepat dan terpadu, yaitu melakukan pemantauan
terus terhadap berita dan percakapan yang berkembang di masyarakat maupun

media sosial. Setelah itu kami segera memeriksa kebenaran isu tersebut ke
instansi yang berwenang sebelum memberikan tanggapan kepada publik.
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan isu di lingkungan
Prokopim tidak dilakukan secara reaktif, tetapi melalui proses pemeriksaan fakta
sehingga setiap klarifikasi yang diberikan memiliki dasar informasi yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyampaian Klarifikasi Melalui Saluran Resmi

Klarifikasi terhadap isu yang berkembang dilakukan setelah proses
verifikasi selesai. Penyampaian klarifikasi memanfaatkan berbagai media
komunikasi resmi pemerintah, seperti Instagram, media massa, siaran pers,
maupun kanal komunikasi lainnya agar informasi yang benar dapat diterima
masyarakat secara cepat. Materi Klarifikasi disusun menggunakan bahasa yang
sederhana, jelas, serta mudah dipahami sehingga mampu mengurangi
kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat.

Informan menyampaikan:

Jika informasi yang beredar tidak tepat atau keliru, kami segera menyusun rilis
resmi atau tanggapan yang jelas, kemudian langsung disebarkan melalui
seluruh saluran komunikasi yang kami miliki agar informasi yang benar dapat
mendahului atau meluruskan kesalahpahaman yang ada.

Informan juga menambahkan:

Jika terbukti salah, kami segera menerbitkan penjelasan yang jelas, ringkas, dan
disertai bukti aslinya. Selain itu kami juga mengingatkan masyarakat agar
memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kembali.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa Klarifikasi informasi
tidak hanya berfungsi meluruskan berita yang keliru, tetapi juga menjadi media
edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi informasi

sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

c. Kecepatan Respons terhadap Isu Publik
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Kecepatan respons menjadi salah satu strategi utama Prokopim dalam
menghadapi perkembangan isu di ruang publik. Mengingat arus informasi di
media sosial berlangsung sangat cepat, Prokopim menempatkan pemantauan
informasi sebagai kegiatan yang dilakukan setiap hari sehingga isu yang muncul
dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Informan menjelaskan:

Kami berusaha merespons secepat mungkin, sehari atau bahkan berjam-jam
setelah isu muncul, tergantung pada tingkat kepentingan dan dampaknya. Tim
kami selalu memantau perkembangan berita setiap hari agar informasi yang
salah tidak berkembang terlalu lama.

Informan juga menambahkan:

Untuk pertanyaan ringan dapat dijawab dalam hitungan jam. Jika
membutuhkan pengecekan data terlebih dahulu, paling lambat dalam 1x24 jam
kami sudah memberikan informasi bahwa persoalan tersebut sedang
ditindaklanjuti, kemudian disusul dengan penjelasan lengkapnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan respons merupakan
bagian penting dari strategi komunikasi Prokopim dalam menjaga kepercayaan
masyarakat.

4.1.5 Peran Strategis Prokopim dalam Komunikasi Pemerintah Daerah
a. Keterlibatan dalam Perencanaan Komunikasi Publik

Keterlibatan Prokopim dalam penyelenggaraan komunikasi pemerintah
dimulai sejak tahap perencanaan kebijakan. Prokopim tidak hanya menerima
informasi yang telah selesai disusun, tetapi turut memberikan masukan
mengenai strategi penyampaian informasi agar kebijakan pemerintah dapat

diterima dengan baik oleh masyarakat.

Informan menjelaskan:
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Tentu saja. Prokopim adalah bagian dari tim pimpinan daerah yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan komunikasi pemerintah. Kami selalu
dilibatkan dalam perencanaan kebijakan sejak awal, karena kami yang
merancang bagaimana kebijakan tersebut disampaikan agar diterima dan
dipahami masyarakat.

Informan juga menambahkan:

Kami terlibat langsung sejak awal dengan memberikan masukan berdasarkan
apa yang sebenarnya dibutuhkan dan dipahami oleh warga Tebing Tinggi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Prokopim
sejak tahap awal penyusunan kebijakan memberikan peluang untuk merancang
strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan karakteristik
masyarakat.

b. Memberikan Masukan Strategis dalam Penyampaian Informasi

Peran strategis Prokopim juga diwujudkan melalui pemberian
rekomendasi mengenai cara, waktu, media, dan bentuk penyampaian informasi
kepada masyarakat. Setiap kebijakan yang akan dipublikasikan terlebih dahulu
disesuaikan dengan karakteristik sasaran sehingga informasi dapat diterima
secara lebih efektif. Langkah tersebut dilakukan agar pesan pemerintah tidak
hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga mudah dipahami serta mampu
mengurangi potensi kesalahpahaman.

Informan menyampaikan:

Masukan kami tentang cara penyampaian pesan menjadi salah satu bahan
pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Informan juga menjelaskan:

Kami ikut merancang cara, waktu, dan tempat penyampaian informasi agar
tepat sasaran.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Prokopim memiliki fungsi
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strategis sebagai perancang komunikasi pemerintah yang bertugas memastikan
setiap informasi disampaikan melalui metode dan media yang paling sesuai
dengan kondisi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

c. Membangun Koordinasi dan Keseragaman Pesan Pemerintah

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu aspek penting dalam
komunikasi pemerintah daerah. Prokopim berperan mengoordinasikan
penyampaian informasi agar seluruh perangkat daerah menyampaikan pesan
yang konsisten kepada masyarakat. Keseragaman informasi dinilai mampu
mengurangi munculnya perbedaan penafsiran sekaligus memperkuat kredibilitas
pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik.

Informan menjelaskan:

Kami memastikan seluruh instansi pemerintah menyampaikan pesan yang
seragam, sehingga warga tidak bingung menerima penjelasan yang berbeda-
beda dari satu tempat ke tempat lain.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi komunikasi yang
dilakukan Prokopim berfungsi menjaga konsistensi informasi pemerintah
daerah.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Analisis Strategi Komunikasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan pesan dilakukan
melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data resmi
dari instansi terkait, penyederhanaan istilah teknis menjadi bahasa yang mudah
dipahami masyarakat, pemeriksaan kembali isi pesan, hingga memperoleh

persetujuan  pimpinan  sebelum dipublikasikan. Mekanisme tersebut
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menunjukkan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan mengutamakan aspek
akurasi, kredibilitas, dan kejelasan informasi. Penyusunan pesan secara
sistematis merupakan salah satu prinsip utama dalam komunikasi pemerintah
agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Cangara dan Arifin (2022)
yang menyatakan bahwa kualitas komunikasi publik sangat ditentukan oleh
proses perencanaan pesan, validitas informasi, serta kesesuaian bentuk
komunikasi dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Astuti dan Pratiwi (2022) serta
Mulyana dan Suryana (2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi
pemerintah meningkat ketika media digital dipadukan dengan media
konvensional sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas dan mampu
menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Pendekatan tersebut sesuai dengan pendapat Goeritman (2021) yang
menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah terhadap isu strategis memerlukan
intensitas komunikasi yang lebih tinggi, penyampaian informasi yang lebih
komprehensif, serta koordinasi antarlembaga agar masyarakat memperoleh
pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pemerintah.

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah
diarahkan untuk membentuk pemahaman sekaligus mendorong partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan program pemerintah. Temuan tersebut sejalan
dengan penelitian Hidayat dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi

publik yang bersifat persuasif mampu meningkatkan penerimaan masyarakat
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terhadap kebijakan pemerintah karena informasi disampaikan melalui
pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nugraha et al. (2024),
Prasetyo dan Wibowo (2023), serta Kurniawati dan Purnamasari (2023) yang
menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah di era digital
ditentukan oleh kemampuan lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan
strategi  komunikasi, pengelolaan media digital, dan orientasi pelayanan
informasi kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah.

4.2.2 Analisis Pengelolaan Opini Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan narasi positif
dilakukan dengan menampilkan informasi yang berbasis fakta dan data.
Prokopim tidak hanya menyampaikan capaian persentase kepesertaan UHC,
tetapi juga memperlihatkan manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat
melalui penyajian data penerima manfaat, fasilitas kesehatan yang tersedia, serta
pengalaman masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan melalui
program tersebut.

Temuan ini mendukung penelitian Nasyaya, Aryansah, dan Murti (2026)
yang menjelaskan bahwa narasi komunikasi pemerintah akan lebih efektif
apabila dibangun berdasarkan data empiris, pengalaman masyarakat, dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rudianita Widya (2021)

yang menyatakan bahwa interaksi aktif antara pemerintah dan masyarakat
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melalui media sosial mampu meningkatkan keterlibatan publik sekaligus
memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Peran media sebagai mitra strategis dalam komunikasi pemerintah
memperlihatkan bahwa pembentukan opini publik tidak hanya dipengaruhi oleh
media sosial, tetapi juga oleh pemberitaan media massa yang memiliki tingkat
kredibilitas tinggi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani, Zainudin,
dan Habibullah (2025) yang menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan
media massa berperan penting dalam membangun citra positif pemerintah serta
meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Pengelolaan opini publik dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya
upaya pemerintah untuk mengubah persepsi negatif menjadi peluang
membangun kepercayaan masyarakat. Keluhan maupun kritik tidak dipandang
sebagai ancaman terhadap citra pemerintah, melainkan sebagai masukan yang
perlu dijelaskan melalui komunikasi yang terbuka dan berbasis fakta.
Pendekatan tersebut mencerminkan praktik komunikasi publik yang adaptif
karena pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga
melakukan klarifikasi serta memberikan penjelasan terhadap setiap isu yang
berkembang. Temuan ini sesuai dengan penelitian Goeritman (2021) yang
menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah yang responsif terhadap opini
masyarakat mampu meminimalkan berkembangnya persepsi negatif sekaligus
menjaga legitimasi pemerintah di ruang publik.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Akbar dan Muksin

(2025), Imanez, Zainudin, dan Habibullah (2026), serta Prasetyo dan Wibowo
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(2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan opini publik pada era digital sangat
dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola media sosial secara
profesional, membangun interaksi dengan masyarakat, dan menyampaikan
informasi secara cepat, akurat, serta mudah dipahami.
4.2.3 Analisis Penanganan Isu berdasarkan SCCT

Analisis penanganan isu dalam penelitian ini menggunakan perspektif
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikemukakan oleh
Coombs. SCCT menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis harus disesuaikan
dengan tingkat tanggung jawab organisasi terhadap suatu isu agar kepercayaan
publik dapat dipertahankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Surahmat,
Dida, dan Zubair (2021) yang menjelaskan bahwa komunikasi krisis pemerintah
memerlukan strategi yang sistematis agar kepercayaan masyarakat tetap
terpelihara ketika muncul isu yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim menerapkan strategi
instructing information sebagaimana dijelaskan dalam SCCT melalui
penyediaan informasi yang benar dan mudah dipahami sebelum masyarakat
membentuk persepsi yang keliru. Langkah awal dilakukan dengan memantau
pemberitaan media massa, media sosial, maupun laporan masyarakat, kemudian
melakukan verifikasi kepada instansi teknis sebelum memberikan tanggapan
resmi.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Goeritman (2021) yang
menyatakan bahwa keberhasilan komunikasi krisis pemerintah sangat

dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan informasi resmi
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yang cepat, akurat, dan konsisten.

Proses klarifikasi yang dilakukan Prokopim juga mencerminkan
penerapan strategi adjusting information dalam SCCT. Klarifikasi tidak hanya
bertujuan membantah informasi yang tidak benar, tetapi juga memberikan
penjelasan yang mudah dipahami masyarakat sehingga mampu mengurangi
keresahan serta membangun kembali kepercayaan publik.

Kecepatan respons menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dalam
hasil penelitian. Informan menjelaskan bahwa setiap isu yang berkembang di
media sosial dipantau setiap hari dan direspons dalam hitungan jam apabila
informasi telah tersedia. Respons yang terlambat berpotensi memberikan ruang
bagi berkembangnya spekulasi dan informasi yang tidak benar sehingga
memperbesar risiko menurunnya kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim tidak hanya
menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat melalui media sosial, tetapi juga
membangun koordinasi dengan media pers serta perangkat daerah yang terkait
dengan substansi kebijakan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani,
Zainudin, dan Habibullah (2025) yang menyatakan bahwa koordinasi
antarlembaga dan media menjadi faktor penting dalam keberhasilan komunikasi
pemerintah ketika menghadapi isu strategis.

Analisis berdasarkan SCCT menunjukkan bahwa strategi penanganan isu
yang diterapkan Prokopim Pemerintah Kota Tebing Tinggi lebih banyak
mengarah pada pendekatan rebuild melalui pemberian klarifikasi, edukasi, dan

komunikasi yang terbuka kepada masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat
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temuan Akbar dan Muksin (2025), Kurniawati dan Purnamasari (2023), serta
Imanez, Zainudin, dan Habibullah (2026) yang menjelaskan bahwa keberhasilan
komunikasi pemerintah dalam menghadapi isu publik sangat dipengaruhi oleh
kemampuan mengelola informasi secara cepat, membangun komunikasi yang
terbuka, dan memanfaatkan media digital sebagai sarana utama dalam menjaga
kepercayaan masyarakat.

4.2.4 Efektivitas Media Sosial Instagram sebagai Media Komunikasi

Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kota Tebing Tinggi memanfaatkan Instagram
sebagai media utama dalam menyampaikan informasi mengenai Program
Universal Health Coverage (UHC), khususnya kepada masyarakat usia
produktif. Penggunaan Instagram dinilai mampu memperluas jangkauan
informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi resmi
secara cepat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Astuti dan Pratiwi
(2022) yang menyatakan bahwa Instagram merupakan media komunikasi publik
yang efektif karena mampu menyajikan informasi secara visual, menarik, dan
mudah dipahami oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Instagram terlihat dari
kemampuan media tersebut dalam menyampaikan informasi melalui berbagai
format konten seperti infografis, video pendek, Reels, serta fitur interaktif yang
memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan secara langsung.

Penyederhanaan informasi tersebut memudahkan masyarakat memahami
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manfaat, prosedur, dan tujuan pelaksanaan program UHC. Temuan ini
mendukung penelitian Nugraha et al. (2024) yang menjelaskan bahwa
penggunaan konten visual pada akun Instagram pemerintah mampu
meningkatkan keterbacaan informasi sekaligus memperbesar peluang
masyarakat untuk memahami kebijakan publik yang disampaikan.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian Rudianita Widya (2021) yang
menjelaskan bahwa media sosial pemerintah mampu meningkatkan keterlibatan
publik (public engagement) melalui interaksi yang lebih terbuka antara
pemerintah dan masyarakat.

Pemanfaatan Instagram sebagai media klarifikasi menunjukkan bahwa
media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai
instrumen komunikasi krisis pemerintah. Temuan tersebut sejalan dengan
penelitian Goeritman (2021) yang menjelaskan bahwa media sosial menjadi
saluran komunikasi yang efektif dalam penyampaian klarifikasi karena memiliki
kecepatan distribusi informasi yang lebih tinggi dibandingkan media
konvensional.

Temuan ini mendukung penelitian Mulyana dan Suryana (2022) serta
Hidayat dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa kombinasi media digital dan
media konvensional mampu meningkatkan efektivitas komunikasi publik

pemerintah karena memperluas jangkauan informasi.



BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan

Pengelolaan opini publik dilakukan melalui penyampaian informasi
berbasis data dan fakta, pembangunan komunikasi dua arah, kerja sama
dengan media pers, serta penanganan isu melalui pemantauan media,
verifikasi informasi, dan penyampaian klarifikasi secara cepat dan terbuka.
Strategi tersebut selaras dengan prinsip Situational Crisis Communication
Theory (SCCT) yang menekankan pentingnya komunikasi yang akurat,
responsif, dan mampu menjaga kepercayaan publik. Selain itu, pemanfaatan
media sosial Instagram sebagai media komunikasi utama terbukti efektif
dalam menyampaikan informasi secara cepat melalui konten visual yang
menarik, memperluas jangkauan informasi, serta membangun interaksi
langsung dengan masyarakat. Efektivitas komunikasi tersebut semakin
didukung oleh integrasi dengan media komunikasi lainnya, sehingga
keseluruhan strategi yang diterapkan Prokopim berhasil mendukung
penyebarluasan informasi Program UHC, mengelola opini masyarakat, dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap komunikasi Pemerintah Kota

Tebing Tinggi.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Prokopim perlu terus
meningkatkan kualitas konten komunikasi publik, khususnya terkait

Program UHC, dengan menyajikan informasi yang lebih kreatif,

49



50

edukatif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemanfaatan media sosial, terutama Instagram, perlu dioptimalkan
melalui peningkatan frekuensi unggahan, penggunaan fitur interaktif
seperti live streaming, polling, dan sesi tanya jawab agar keterlibatan
masyarakat dalam memperoleh informasi pemerintah semakin
meningkat.

Prokopim perlu memperluas kegiatan sosialisasi secara langsung
kepada masyarakat melalui kerja sama dengan kelurahan, puskesmas,
tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar informasi
mengenai UHC dapat menjangkau masyarakat yang memiliki
keterbatasan akses terhadap media digital.

Mekanisme pemantauan dan penanganan isu publik perlu terus
diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah
sehingga Klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di
masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas
komunikasi pemerintah dari perspektif masyarakat sebagai penerima
informasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai keberhasilan strategi komunikasi publik dalam mendukung

implementasi Program Universal Health Coverage (UHC).
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